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KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan dalam rangka mewujudkan
sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya
hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan
masyarakat dalam meningkatkan kualitas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.

e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang —Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan ada
Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2
Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri
B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri
B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri
B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 4 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) ;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah ;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;

Perbup Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor
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17);

e Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

e Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Restoran ;

e Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Hiburan ;

e Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Hotel ;

e Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Parkir ;

e  Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

e Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah
Kebupaten Sidoarjo;

e  Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

e  Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;

e  Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM
LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

KEDUA Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diktum pertama

meliputi:

e Dasar Hukum

e Persyaratan

e Sistem ,mekanisme dan prosedur
e Jangka waktu penyelesaian

e Biaya / tarif

e Produk Pelayanan
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e Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

e Kompetensi Pelaksana

e Pengawasan Internal

e Penanganan pengaduan,saran dan masukan

e Jumlah Pelaksana

e Jaminan Pelayanan

e Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
e Evaluasi Kinerja Pelaksana

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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PENDAHULUAN
1. PRINSIP PELAYANAN

Sebagai perwujudan Pelayanan yang Prima dalam memberikan pelayanan Pajak Daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sidoarjo yang berorientasi pada pemasukan Pajak Daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan yaitu:

e Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit- belit

e Kejelasan dan Kepastian,prosedur pelayanan persyaratan dan penjelasan kepada Wajib Pajak.

e Keamanan, Proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman.

e Keterbukaan, Masyarakat/Wajib Pajak mudah memahami proses pelayanan.

e Efisiensi, proses hasil pelayanan disesuaikan kondisi

e Keadilan yang merata, Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin.

e Ketepatan Waktu,pelayanan terhadap masyarakat/ Wajib Pajak dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
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2. MAKLUMAT PELAYANAN

Sejak tanggal tanggal 2 Januari 2017, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Maklumat Pelayanan yang berisi : “Dengan Ini,
Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini Kami Siap
Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”

3. MOTTO
Motto Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“ Kepuasan Anda Kebahagiaan Kami “

4. RUANG LINGKUP TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan pelayanan 9 jenis Pajak Daerah
meliputi:

e PAJAKHOTEL

e PAJAK RESTORAN

e PAJAKHIBURAN

e PAJAK REKLAME

e PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)

e PAJAK PARKIR

e PAJAKAIR TANAH

e PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
e BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

"
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Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang

Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

e Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah.

e Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;

VAW

Pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah;
Pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

o Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan
kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

JENIS PELAYANAN

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo,telah diberi kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dan pemrosesan administrasi

pelayanan Pajak Daerah Meliputi:

NO

JENIS LAYANAN

KETERANGAN

1

Pendaftaran Objek Pajak Baru

9 (Sembilan) Jenis Pajak

Pengurangan / Penghapusan Sanksi
Administratif

9 (Sembilan) Jenis Pajak

Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

9 (Sembilan) Jenis Pajak

W

Pengembalian Kelebihan Pembayaran
(Restitusi)

9 (Sembilan) Jenis Pajak

Pemindahbukuan

9 (Sembilan) Jenis Pajak

Pembayaran Angsuran Pajak

9 (Sembilan) Jenis Pajak

Pembatalan Pembayaran dalam satu
hari

9 (Sembilan) Jenis Pajak

Pelayanan Respon Atas Pengaduan

9 (Sembilan) Jenis Pajak

O N | ooun

Penyampaian dan Pembetulan SPTPD/

Pajak Hotel, Restoran, Parkir, PPJ Non
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NO JENIS LAYANAN KETERANGAN
e-SPTPD PLN dan Hiburan

10 Perpanjangan Masa / Tahun Pajak dan L
Pemasangan Baru

11 | Mutasi Objek Pajak / Wajib Pajak PBB-P2

12 | Mutasi Penggabungan Obyek -Subyek | PBB-P2

13 | Mutasi Pecah Obyek — Subyek PBB-P2

14 | Pembetulan / Keberatan PBB-P2

15 | Pembatalan / Penghapusan PBB-P2

16 | Legalisir PBB-P2
Pemeriksaan dan Tanggapan SPHP

17 | NPOP BPHTB (Administrasi & Pajak BPHTB
Lapangan)

18 | Validasi Pajak BPHTB

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai
pemberian pelayanan Pajak Daerah sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

pedoman dalam

Untuk memberikan jaminan bagi penerima pelayanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka,Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo telah menetapkan Standar Pelayanan Publik terhadap 9 jenis Pajak Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan penyusunan
Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

1. DASAR HUKUM
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Sebagai dasar Hukum pelaksanaan pelayanan 9 jenis pajak yang ada pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana
termaktub pada Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

. PERSYARATAN

Persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo berupa persyaratan administratif.Dalam menentukan
persyaratan administratif yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.Untuk memberikan kejelasan dan kemudahan terhadap pelayanan
kepada masyarakat.

1. PENDAFTARAN OBYEK PAJAK BARU

a. PBB-P2
1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan) — bermaterai
3. Mengisi SPOP termasuk Denah Lokasi ObjekPajak beserta NOP tetangga kanan / kiri dan LSPOP
4. Foto copy KTP /SIM /KK / Keterangan lainnya wajib pajak dan kuasanya
5. Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / Letter C / Petok D ( legalisir / menunjukkan asli )
6. Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPJB/lkatan jual beli desa / kelurahan/surat keterangan waris dilegalisir PPAT / desa /
kelurahan.
7. Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ).
8. Surat keterangan desa / kelurahan bahwa SPPT belum pernah terbit.
9. Berita Acara Penelitian Kantor / Administrasi bahwa SPPT belum pernah terbit

10. Foto copy SPPT tetangga kanan / kiri tahun berjalan dalam 1 Blok

11. Fotocopy Bukti lunas bayar tahun berjalan tetangga kanan / kiri
12. Foto Obyek Pajak

b. PAJAK DAERAH LAINNYA (PDL)

1.

2.
3.
4

Mengisi formulir pendaftaran dan Berita Acara PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) obyek/subyek pajak daerah

Identitas Wajib Pajak/ Penanggungjawab (KTP / SIM / KITAS bagi WP Pribadi, NPWP bagi WP Badan)

Mengisi surat pernyataan bahwa berkas permohonan sesuai dengan surat aslinya (bermaterai)

Melampirkan Surat ljin Gangguan (HO)khusus untuk PPJ Non PLN dan Surat ljin Pengambilan / Penggunaan Air (SIPA)khusus untuk PAT
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2. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

i

R

LOBNCOR

10.

Formulir permohonan kepada Bapak Bupati dengan tembusan Kepala BPPD
Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai
Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya
Surat pernyataanwajib pajak belum menerima SPPT
Surat keterangan dari instansi terkait yang menunjukkan terdapat kesalahan tulis,kesalahan pembayaran, kesalahan sistem danatau kekeliruan dalam
penetapan pajak.
SPPT asli tahun berjalan dan FC SPPT
Surat Keterangan Desa/Kelurahan bahwa WP belum pernah menerima SPPT dan/atau bukti lainnya
Fotocopy nomor rekening WP/kuasa
Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ).
Melunasi tunggakan berdasarkan perhitungan piutang ganda

3. PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

ey P s 8D =

7.
8.
9.

Mengisi formulir permohonan ( asli ditujukan kepada Bupati dan Tembusan Kepada BPPD Kabupaten Sidoarjo);

Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai.

Foto Copy SPPT PBB P2

Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

Foto copy SK Pensiun / Purnawirawan / SKTM / Veteran

Surat keterangan desa/kelurahan/instansi terkait bahwa wajib pajak berpenghasilan rendah dalam perekonomian / objek pajak terkena bencana

alam sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi

Foto copy Bulan Terakhir Rekening Listrik/ PDAM/ Telepon

Laporan Keuangan tahun sebelumnya ( Untuk badan / Perusahaan)

Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ). ‘.

10. Bagi wajib pajak yang memiliki hutang pajak tahun-tahun sebelumnya wajib melunasi tunggakan minimal 2 tahun pajak.
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4.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (RESTITUSI)

1.

SR

8.
9.

Formulir permohonan ( asli ditujukan kepada Bupati dan Tembusan Kepada BPPD Kabupaten Sidoarjo );

Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai.

Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

Bukti Pembayaran Pertama (apabila terjadi double bayar melampirkan bukti bayar pertama dan kedua) Yang Asli

Fotocopy Nomor RekeningBank

Fotocopy kepemilikan tanah (sertifikat ( legalisir / menunjukkan asli )) / akta jual beli — letter C/ petok D ( legalisir desa/kelurahan )

Fotocopy bukti peralihan tanah / akta jual beli ( legalisir / menunjukkan asli ), akta jual beli desa / kelurahan /surat keterangan lainnya ( legalisir
desa / kelurahan)

Surat keterangan dari PPAT dan penjual bagi yang batal transaksi (khusus BPHTB)

Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai )

10. Melunasi tunggakan (print out )

PEMINDAHBUKUAN

IO O

10.
11.

Formulir permohonan ( asli ditujukan kepada BPPD Kabupaten Sidoarjo)

Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai.

SPHP 1 lembar dan SSPD 3 lembar verifikasi pertama

Foto copy KTP / SIM wajib pajak,yang akan dipindahbukukan dankuasanya

Bukti pembayaran pertama dan kedua yang asli

Surat pernyataan lebih bayar (Bermaterai)

Surat pernyataan tidak keberatan dari WP yang akan dipindahbukukan (apabila terjadi kesalahan pengisian SSPD) - bermaterai

Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai )

Surat Pernyataan dari PPAT bahwa Berkas yang akan dipindahbukukan belum AJB
SPHP Verifikasi Ulang WP yang dipindahbukukan belum disetujui ‘ '
Fc. SPPT PBB Tahun Berjalan
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12. Fc. Sertifikat

PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK

Formulir permohonan ( asli ditujukan kepada Bupati dan Tembusan Kepada BPPD Kabupaten Sidoarjo);
Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai

Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

Laporan Keuangan tahun sebelumnya ( Untuk badan /Perusahaan)

Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ).

v @ g 89D =

Melunasi tunggakan (print out )

PEMBATALAN PEMBAYARAN DALAM SATU HARI

1. Formulir permohonan (Kepada BPPD Kabupaten Sidoarjo);

2. Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai
3. Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

4. Bukti Pembayaran Pajak Daerah (Asli)

PELAYANAN RESPON ATAS PENGADUAN
a. Pengaduan Langsung
Datang langsung ke kantor atau melalui telepon, yaitu dengan mengisi buku pengaduan dan konsultasi dengan petugas yang menangani (Bakomuhas dan pelaksana
teknis)
b. Pengaduan Tidak Langsung
Mengisi Form Pengaduan pada website BPPD :
http://www.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id
email : pajakdaerah@sidoarjokab.go.id
c. Lapor Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
Melalui internet, aplikasi mobile. ‘.
(https://lapor.go.id)
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9. PENYAMPAIAN DAN PEMBETULAN SPTPD / e-SPTPD (Pajak Air Tanah, Restoran, Hotel, Parkir, Hiburan, PPJ)
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2. Mengisi formulir laporan volume penggunaan / pengambilan air tanahkhusus PAT
3. Melampirkan omzet / okupansi harian dalam satu bulan atas penjualan obyek pajak daerah
4. Berita Acara Pembetulan SPTPD / e-SPTPD

10. A. PERPANJANGAN MASA/TAHUN PAJAK (PAJAK REKLAME)
1. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala BPPD
2. Surat pengantar Penerbitan SKPD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Perjanjian kontrak sewa reklame/ Foto copy
SKPD Tahun lalu/ Surat pemberitahuan reklame
3. Fotocopy KTP
4. Surat pernyataan kesanggupan mengurus ijin reklame bermaterai Rp10.000,-

B. PEMASANGAN BARU (PAJAK REKLAME)
a. REKLAME TETAP :
1. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala BPPD
2. Surat pengantar penerbitan SKPD dari Dinas DPMPTSP/rekomendasi dari DPMPTSP/perjanjian kontrak sewa reklame / surat hasil pemerikasaan
lapangan
3. Foto /Design Reklame
4. Fotocopy KTP
5. Surat pernyataan kesanggupan mengurus ijin reklame (reklame tetap) bermaterai Rp 10.000, -

b. REKLAME INSIDENTIL : ‘
1. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala BPPD '
2. Foto /Design Reklame/Materi Reklame
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3. Fotocopy KTP

4. Fotocopy bukti pembayaran / surat pernyataan kesanggupan pembayaran pemakaian kekayaan Negara / kekayaan daerah / surat pernyataan
kesanggupan pembayaran retribusi daerah dari Dinas terkait

5. Surat pernyataan kesanggupan mengurus ijin reklame dan kesanggupan membongkar reklame bermaterai Rp10.000,-

11. MUTASI OBJEK PAJAK / WAIJIB PAJAK

12.

1.

SNy Pogs B9

Mengisi formulir permohonan

Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai

Mengisi SPOP termasuk Denah Lokasi Objek Pajak beserta NOP tetangga kanan / kiri dan LSPOP

Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / Letter C / Petok D ( legalisir / menunjukkan asli)

Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPJB/ Ikatan jual beli desa / kelurahan/ surat keterangan waris dilegalisir PPAT / desa /
kelurahan.

8. Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ).

. Melunasi tunggakan (print out )

MUTASI PENGGABUNGAN OBYEK - SUBYEK

Sl O L

Mengisi formulir permohonan

Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai

Fotocopy SPPT PBB P-2 tahun berjalan

Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

Foto Obyek (tanah dan/atau bangunan)

Mengisi SPOP termasuk Denah Lokasi Objek Pajak beserta NOP tetangga kanan / kiri dan LSPOP ‘.
Denah / peta harus digambar sesuai ketentuan :
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13.

10.

11.
12.
13.
14.

e Pecah : lokasi sisa induk dan lokasi OP baru / jalan terdekat harus digambar

e Alih obyek :OP dan lokasi tetangga berhimpit / jalan terdekat harus digambar

Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / akta jual beli / PPJB / Letter C / Petok D ( legalisir / menunjukkan asli)

Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPJB (yang dilegalisir / menunjukkan aslinya) / Ikatan jual beli desa / kelurahan/ surat
keterangan waris lainnya dilegalisir PPAT / desa / kelurahan.

Foto copy surat keterangan alih fungsi tanah / ijin pengeringan dari instansi berwenang bagi yang berasal dari tanah basah / surat ijin persetujuan
pemanfaatan ruang (IP2R)untuk bidang tanah <1ha

Foto copy surat ijin lokasi untuk bidang tanah >1ha

Foto copy site plan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ), .

Melunasi tunggakan (print out )

MUTASI PECAH OBYEK - SUBYEK

SN P s Y =

10.

Mengisi formulir permohonan

Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai

Fotocopy SPPT PBB P-2 tahun berjalan

Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

Foto Obyek (tanah dan/atau bangunan)

Mengisi SPOP termasuk Denah Lokasi Objek Pajak beserta NOP tetangga kanan / kiri dan LSPOP

Denah / peta harus digambar sesuai ketentuan :

* Pecah : lokasi sisa induk dan lokasi OP baru / jalan terdekat harus digambar

e Alih obyek :OP dan lokasi tetangga berhimpit / jalan terdekat harus digambar

Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / akta jual beli / PPJB / Letter C / Petok D ( legalisir / menunjukkan asli)

Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPJB(yang dilegalisir / menunjukkan aslinya)/lkatan jual beli desa / kelurahan/ surat
keterangan waris lainnya dilegalisir PPAT / desa / kelurahan.

Foto copy surat keterangan alih fungsi tanah / ijin pengeringan dari instansi berwenang bagi yang berasal dari tanah basah / surat ijin persetujuan
pemanfaatan ruang (IP2R)untuk bidang tanah <1 ha
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14.

15.

11. Foto copy surat ijin lokasi untuk bidang tanah >1 ha

12. Foto copy site plan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

13. Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai )
14. Melunasi tunggakan (print out )

PEMBETULAN / KEBERATAN

1. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala BPPD;

2. Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai.

3. Asli SPPT (pembetulan tahun berjalan)/Fotocopy SPPT (pembetulan tahun depan)
4. Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

5. Foto copy SPPT tetangga untuk keberatan NJOP Bumi

6. Mengisi SPOP ( Tanah ) dan LSPOP ( Bangunan )

7. Foto Obyek Pajakyang sesuai dan jelas

8

Foto copy kepemilikan tanah (Sertifikat), Letter C/Petok D/Peta Bidang atau bukti peralihan hak berupa AJB,PPJB,Aktalual beli desa/kelurahan (

legalisir / menunjukkan asli )
9. Surat Keterangan Desa/Kelurahan bahwa WP belum pernah menerima SPPT dan/atau bukti lainnya
10. Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai )
11. Fotocopy. Nomor rekening WP/kuasa
12. Melunasi tunggakan (print out )

PEMBATALAN / PENGHAPUSAN

Mengisi formulir permohonan

Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) — Bermaterai.
SPPT asli tahun berjalan dan fotocopy SPPT PBB-P2 (ganda)

Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya

Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ).

O R Sl N

Melunasi tunggakan (print out )
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16. LEGALISIR

a. PBB - P2

1. SPPT asli

2. Fotocopy SPPT

3. Melunasi tunggakan (print out)
b. PAJAK REKLAME

1. Surat permohonan dari WP

2. Fotocopy SKPD

17. PEMERIKSAAN DAN TANGGAPAN SPHP NPOP BPHTB (ADMINISTRASI &LAPANGAN)
Melampirkan dokumen elektronik berupa :

1.

S

KTP / KITAS WP pribadi dan NPWP khusus wajib pajak badan

SPPT PBB-P2 / SK NJOP

Bukti kepemilikan tanah (sertifikat), letter C / petok D / peta bidang / SK pemberian hak

Foto Obyek BPHTB yang jelas dan sesuai

Bukti kwitansi / tanda jadi / surat pernyataan transaksi / Brosur terakhir (rumah baru) / SPR / persetujuan kredit bank / PPJB/ SKPDLB / bukti bayar

sebelumnya / keterangan waris / KK penerima hak

Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai ).

18. a. VALIDASI (BPHTB) di BPPD
1.

e GO g 9 (e

Form permohonan (+isi LSPOP, khusus ada penambahan bangunan)

Foto copy KTP pembeli / NPWP (wajib pajak badan)

Foto copy SPPT PBB/SK NJOP sesuai tahun terutangnya pajak

Foto copy kepemilikan tanah / sertifikat / peta bidang

Foto Obyek BPHTB (Bumi / Bangunan, khusus bangunan tampak jalan dan nomor rumah) "

Foto copy kartu keluarga dan keterangan waris khusus peralihan dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas / kebawah termasuk suami istri
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7. Brosur terakhir (rumah baru)

8. Fotocopy Sertifikat (sesuai jumlah sertifikat)

9. Foto copy Surat Pesanan Rumah (SPR) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)/bukti lain
10. Fotocopy bukti pelunasan SSPD BPHTB 3 rangkap

11. Fotocopy SPHP

b.VALIDASI (BPHTB) di Badan Pertanahan Nasional (BPN)
1. SSPD BPHTB yang sudah di validasi
2. Bukti pembayaran PPh Final (Jika ada)
3. Bukti AJB / Akta Pelepasan (Jika ada)

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
Prosedur Pelayanan pajak merupakan rangkaian proses tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas

dan pasti yang harus di tempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan perizinan. Prosedur pelayanan ini bersifat sederhana, tidak berbelit belit,
mudah dipahami dan mudah di laksanakan serta di wujudkan dalam bentuk Bagan Alir.

Mekanisme dan Prosedur pelayanan pajak yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mulai dari proses permohonan
masuk sampai dengan pengambilan hasil jadi di Customer Service, sebagaimana tertuang pada Lampiran.

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

NO JENIS LAYANAN KETERANGAN
1 | Pendaftaran Objek Pajak Baru 12 Hari Kerja
2 | Pengurangan / Penghapusan Sanksi Administratif 30 Hari Kerja
3 | Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah 20 Hari Kerja
4 | Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) 45 Hari Kerja
5 | Pemindahbukuan 5 Hari Kerja
6 | Pembayaran Angsuran Pajak 30 Hari Kerja
7 | Pembatalan Pembayaran dalam satu hari 1 Hari Kerja
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NO JENIS LAYANAN KETERANGAN
8 | Pelayanan Respon Atas Pengaduan 5 Hari Kerja
9 | Penyampaian dan Pembetulan SPTPD / e-SPTPD 1 Hari Kerja
10 Perpanjangan Masa / Tahun Pajak dan 1 Hari Kerja

Pemasangan Baru
11 | Mutasi Objek Pajak / Wajib Pajak 9 Hari Kerja
12 | Mutasi Penggabungan Obyek-Subyek 12 Hari Kerja
13 | Mutasi Pecah Obyek-Subyek 12 Hari Kerja
14 | Pembetulan / Keberatan 7 Hari Kerja
15 | Pembatalan / Penghapusan 7 Hari Kerja
16 | Legalisir 1 Hari Kerja
17 | Pemeriksaan dan Tanggapan SPHP NPOP BPHTB 2 Hari Kerja
(Administrasi)
Pemeriksaan dan Tanggapan SPHP NPOP BPHTB 5 Hari Kerja
(Lapangan)

18 | Validasi 1 Hari Kerja

5. BIAYA / TARIF

Semua Pelayanan tidak dikenai Biaya

6. PRODUK PELAYANAN
a. Surat Keputusan

Pengurangan Pajak PBB P-2
Pembatalan Pajak PBB P-2
Penundaan tanggal Jatuh Tempo

Penentuan Kembali tanggal Jatuh Tempo

Pengembalian Kelebihan Pembayaran ( Restitusi)
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Pemindahbukuan

Keringanan (angsuran)

Penghapusan Piutang

Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi

b. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ( SKPDLB)
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN)

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Surat Teguran 1 dan 2 (ST)

c. Surat Keterangan NJOP

7. SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah tersedia Sarana dan Prasarana

meliputi:

Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain :

Ruang Kepala Badan

Ruang Sekretaris

Ruang Kepala Bidang

Ruang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang
Ruang pemrosesan berkas
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Sarana kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:

Ruang tunggu pelayanan

Ruang konsultasi

Ruang Laktasi ASI ( lbu Menyusui )
Loket Pembayaran (Bank Jatim)

Ruang Tamu

Ruang Server

Ruang Scan Berkas Pelayanan

Ruang Arsip

Masjid

Toilet (kamar mandi tamu dan pegawai)
Kantin

Areal parkir dan pos keamanan

Area bermain anak

Sarana bagi WP berkebutuhan khusus / difable
Sarana charge gadget

Kendaraan Operasional

Petugas Informasi dan pelayanan

Nomor antrian

Mesin Touch screen Kepuasan Wajib Pajak
Sistem Monitoring Berkas

Media TV, dan Surat Kabar

Interaktif double monitor di loket pelayanan
Kursi Roda

Alat Pemadam Kebakaran
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e Papan meeting point

e CCTV, Kamera Digital, dan Handycam

e Proyektor dan screen

e Scaner dan Printer

e Komputer, Notebook

e Telepon, faksimile, Air, dan Listrik
e Jaringan Internet

e Genset

e Meubelair

e Papan informasi

e Ruang tunggu

e SMS Gateway

e Buku SPP dan Profil BPPD
e DIl

8. KOMPETENSI PELAKSANA

Jabatan Petugas Informasi
Pendidikan Minimal D3

e Administrasi Perpajakan Daerah
Pelatihan e Pelatihan Publik Relation

Pelatihan Pelayanan Prima

Keterampilan/Pengetahuan

Mampu melakukan analisa terhadap
permasalahan

Mampu memberikan informasi
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secara baik dan benar kepada Wajib
Pajak

Pengalaman Kerja

Minimal 1 tahun

Jumlah Personil

3 orang

Jabatan Penerima Berkas / Customer Service
Pendidikan Minimal D3

e Administrasi Perpajakan Daerah
Pelatihan e Pelatihan Publik Relation

Pelatihan Pelayanan Prima

Keterampilan/Pengetahuan

Mampu melakukan analisa terhadap
permasalahan

Mampu melakukan pelayanan secara
efektif dan efisien

Pengalaman Kerja

Minimal 2 tahun

Jumlah Personil

5 orang

Jabatan Koordinator Pelayanan
Pendidikan Minimal D3 / S1
e Administrasi Perpajakan Daerah
e Pelatihan Proses Bisnis PBB
Pelatihan

Pelatihan Publik Relation

Pelatihan Pelayanan Prima

Keterampilan/Pengetahuan

Mampu melakukan analisa terhadap
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Jabatan : | Koordinator Pelayanan
permasalahan

e Mampu melakukan pelayanan secara
efektif dan efisien

e Menguasai komputer

Pengalaman Kerja : | Minimal 3 tahun
Jumlah Personil : | lorang

Jabatan : | Pelaksana Bidang
Pendidikan : | Minimal D3 /S1

e Administrasi Perpajakan Daerah
e Pelatihan Proses Bisnis PBB
e Pelatihan Publik Relation

Pelatihan

e Pelatihan Pelayanan Prima

e Mampu mengoperasikan komputer ;
Keterampilan/Pengetahuan : | » Memahami proses bisnis PBB ;

e Memahami basis data PBB ;

Pengalaman Kerja : | Minimal 3 tahun

Jumlah Personil : |10 0Orang

9. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal dilaksanakan agar penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan,
untuk itu perlu ada pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif
agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program / kegiatan.
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Pengawasan internal yang diberlakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu:

e Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari dengan penerapan SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
e Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
e Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
berupa tersedianya akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/tanggapan/pendapat, complaint/pengaduan. Adapun mekanisme

dan penyelesaian penanganan pengaduan serta rekapitulasi aduan tertuang dalam tabel berikut:

PENGADUAN PENGUNJUNG DI LOKET PENDAFTARAN

SARANA
PENGADUAN

PENCATATAN

Jangka Waktu respon

Pengaduan Langsung

Data Pengaduan

Max 4 (empat) hari kerja

Kotak Saran

Kotak Saran

Max 4 ( empat ) hari kerja

Pengaduan melalui
Telepon / hotline

Data Pengaduan

Max 4 ( empat ) hari kerja

Website resmi BPPD
/ Lapor

Data Pengaduan

Max 7 (tujuh) hari kerja

e Kotak Saran dibuka setiap hari kerja di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan pengaduan. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam

Data Pengaduan.

e Pengaduan melalui Telepon dicatat dalam buku pengaduan.
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11.

12,

13.

e Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Data Pengaduan oleh Koordinator
Pelayanan, selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris BPPD.

e Sekretaris menindaklanjuti pengaduan, membahas dan menyelesaikan bersama bidang terkait dan melaporkan kepada Kepala BPPD.

e BPPD menyampaikan informasi penyelesaian pengaduan kepada Wajib Pajak.

e Pengaduan secara langsung di meja informasi akan dicatat dalam Data Pengaduan oleh pengunjung.

e Pengaduan melalui Website Resmi BPPD/Lapor akan dibahas oleh Tim Pengelola Website untuk ditindaklanjuti

JUMLAH PELAKSANA

Dari 9 jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh 73 orang pelaksana/staf yang tersebar
di Sekretariat, Bidang Pajak Daerah |, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pajak Daerah lll dimana pembagiannya disesuaikan dengan keahlian teknis dan
administrasi serta beban kerja di masing — masing bidang.

JAMINAN PELAYANAN

Untuk kompensasi yang dilaksanakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah apabila dalam pemrosesan permohonan ada kesalahan
atau keterlambatan penyelesaiannya karena faktor internal dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo maka kompensasinya adalah :

a. Pemberitahuan langsung melalui telepon / sms sebagai awal informasi;

b. Mengantar produk pelayanan sampai ke pemohon sesuai alamat.

Dan upaya dalam rangka sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dan bebas dari calo telah difasilitasi, sebagai berikut :
e Surat Pernyataan tidak menerima dan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun, antara petugas tinjau lapang dengan Wajib pajak;
e Pemeriksaan berkas permohonan oleh petugas Informasi sebelum diterima dan diperiksa oleh Customer Service (CS).

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas
pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, ruang pelayanan dan tempat parkir yang representatif, sehingga akan
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memberikan rasa aman. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan.

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah di lakukan melalui :

a.

Pelaksanaan Rapat Tinjau Manajemen ( RTM ) dilaksanakan minimal 1 kali setahun, dimaksudkan untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat mendesak
untuk segera ditindaklanjuti, seperti: hasil penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2015), pelayanan Pajak terkait persyaratan, kebutuhan
sumber daya serta pencapaian sasaran mutu.

Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 kali dalam setahun yakni pada Semester
pertama.

Audit Eksternal, dilaksanakan oleh WQA Indonesia setahun sekali pada semester kedua.

Pemberian Reward and Punishment yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan melakukan penilaian kinerja staf pelaksana setiap
tribulan, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pajak daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan Reward and Punishment ditetapkan
dengan SK Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan kriteria penilaian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu :

e Disiplin;

e Kinerja.

Penyusunan SKM Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan 9 indikator diantaranya adalah:

e Persyaratan

e Prosedur

e Waktu

e Biaya/tarif

e Produk spesifikasi pelayanan

e Kompetensi pelaksana

e Perilaku pelaksana

e Penanganan pengaduan, saran dan masukan
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e Sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Pelayanan Pajak Daerah
adalah3,517 dengan Kualitas Pelayanan “B” ~ Baik dan rata - rata Nilai Konversi 87,932. Terdapat beberapa variabel yang dianggap masih kurang dan
perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu Variabel Kemudahan Prosedur Pelayanan dimana Prosedur Sulit dan berbelit-belit. Variabel Kemampuan Petugas
Pelayanan yang dinilai responden bahwa Petugas tidak mengetahui Informasi yang dibutuhkan/ditanyakan oleh responden.

MONITORING DAN EVALUASI

Implementasi Standar Pelayanan Publik ini secara terus menerus selalu dipantau pelaksanaannya.Pemantauannya tidak hanya terkait dengan sejauhmana
pelayanan telah memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan tetapi juga terkait dengan aspek manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan
pajak daerah.

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sudah
menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO sejak Tahun 2014 dan pada tahun 2019 telah dilakukan Upgrade menjadi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
secara konsisten mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah, penerapan sistem manajemen mutu diharapkan melakukan perbaikan/peningkatan kualitas
pelayanan dari tahun ke tahun atau selalu melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik dengan terobosan dan inovasi-inovasi baru.

Dengan melakukan pemantauan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Publik maupun penerapan sistem manajemen mutu dengan harapan akan tercipta
peningkatan kepuasan pelayanan. Adapun implementasi Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo melalui :

a. Monitoring :
e Audit Eksternal, dilaksanakan oleh WQA Indonesia setahun sekali pada semester kedua;
e Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 kali dalam setahun yakni pada semester
pertama;
e Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
o  Uji petik terhadap wajib pajak
e Pemasangan alat pemantau transaksi Wajib Pajak
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V.

b. Evaluasi:

Rapat Tinjau Manajemen ( RTM ) dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun;

Audit Internal, dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 kali dalam setahun yakni pada semester
pertama.

Audit Eksternal (Renewal Sertifikasi), dilaksanakan oleh WQA Indonesia setahun sekali pada semester kedua.

Pemberian Reward and Punishment yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan untuk mengetahui tingkat kinerja staf pelaksana secara
periodik;

Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) oleh lembaga independen dari unsur Perguruan Tinggi dan Konsultan yang dilaksanakan setahun sekali dilakukan
Bagian Organisasi Setda;

Membuat Laporan penerimaan Pajak Daerah kepada Bupati Sidoarjo;

Membuat laporan perkembangan jumlah produk layanan kepada Bupati Sidoarjo setiap bulan;

Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilaksanakan setiap tahun;

Melakukan evaluasi Laporan Bulanan dari Notaris;

Rapat evaluasi Kinerja yang dilakukan secara berkala setiap minggu dan setiap bulan.

INOVASI DAN PENGEMBANGAN

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melaporkan transaksi, perhitungan pajak daerah secara online, dan membayarkan

pajaknya secara online melalui Teller/ATM dan / channel lainnya, BPPD melakukan inovasi aplikasi dan pengembangan aplikasi :

A. INOVASI

e - BPHTB

Aplikasi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pelaporan akta bulanan PPAT secara online berbasis web.

Aplikasi e-bphtb juga terkoneksi secara online dengan Channel pembayaran yaitu Bank Mandiri, Bank Jatim dan Kantor Pos.

Aplikasi e-bphtb terintegrasi dengan database PBB sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh perubahan SPPT PBB nya sekaligus dalam satu "
permohonan BPHTB.
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URL :https://bphtb.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/

e—-SPTPD

Aplikasi pengelolaan (pendaftaran NPWPD, pembuatan NIOP dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)) Pajak Hotel, Restoran,
Hiburan, Parkir, PPJ, dan PAT secara online.Aplikasi ini terkoneksi online dengan Bank Mandiri, Bank Jatim dan Kantor Pos.
URL :https://sptpd.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/

e-PBB

Aplikasi pengelolaan dan formulir permohonan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) secara online.

Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui Informasi tagihan pajak PBB dan informasi tentang PBB sesuai NOP bisa diakses melalui web atau aplikasi
android di Playstore.

URL :https://pbb.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/

Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.sidoarjokab.dispenda.epbb&hl=in

Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Aplikasi tentang pengelolaan dokumen pajak PBB dan pajak daerah lainnya secara elektronik.

Dengan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak perlu lagi membuat dokumen SPPT, STPD, SKPD,
Surat Teguran secara manual karena sudah bisa dibuat secara online dan terkoneksi dengan database ketetapan maupun pembayaran pajak daerah.
Dokumen yang bisa dibuat antara lain sebagai berikut :

e SKNJOP

e SKPD

e STPD

e Surat Teguran 1

e Surat Teguran 2
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5. e-SPPT PBB P2 (Cetak Mandiri)
Aplikasi tentang pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (SPPT PBB P2) yang dapat

dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak secara online.
URL :https://sppt.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/

B. PENGEMBANGAN
1. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) / Tax Clearance

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah tindak lanjut dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019

tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah

dan terwujudnya asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KSWP dilaksanakan pada pelayanan :

Izin Mendirikan Bangunan (pada DPMPTSP/SiPADU dan Kecamatan/SiPRAJA)
Izin Parkir (pada DPMPTSP)

Izin Penyelenggaraan Reklame (pada DPMPTSP)

Pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan (SiPRAJA)
Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Untuk mempermudah pelayanan untuk masyarakat dan OPD pelayanan (DPMPTSP, BPN, Kecamatan dan Kelurahan), KSWP/Tax Clearance

menggunakan aplikasi E-KSWP/E-Tax Clearance.

2. SPPT CETAK MANDIRI (SPPT Online / e-SPPT)

Salah satu inovasi dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan kemudahan mendapatkan SPPT (Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang) PBB P2 dengan melakukan pencetakan SPPT PBB P2 secara mandiri.

"
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PENUTUP

Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Sidoarjo dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip pelayanan yaitu kejelasan, kesederhanaan ,kepastian, terbuka, efisiensi, adil dan
tepat waktu.

Standar Pelayanan Publik (SPP) di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat/Wajib Pajak
sehingga masyarakat juga ikut serta melakukan pengawasan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) mempunyai tujuan untuk inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan perlu adanya komitmen pimpinan
beserta staf serta menyadari sepenuhnya bahwa kepuasan Wajib Pajak adalah tanggung jawab kita semua.

Demikian dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Sidoarjo, 10 Mei 2021
Plt. KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ARI SURYONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750213 199311 1 001
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MESIN ANTRIAN RUANG PELAYANAN RUANG TUNGGU PELAYANAN
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AREA PARKIR MOTOR POS KEAMANAN AREA PARKIR MOBIL

SARANA WP BERKEBUTUHAN
KHUSUS / DISABILITAS TOILET
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JALUR EVAKUASI TITIK KUMPUL (MEETING POINT) PELAYANAN PAJAK di BPN
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Bagan Alir
Penanganan Pengaduan




URAIAN

JANGKA WAKTU RESPON

Pengaduan Langsung

Datang langsung ke kantor atau melalui telepon, yaitu dengan mengisi buku pengaduan dan
konsultasi dengan petugas yang menangani (Bakomuhas dan pelaksana teknis)

Pengaduan Tidak Langsung

Mengisi Form Pengaduan pada website BPPD :

http://www.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id

email : pajakdaerah@sidoarjokab.go.id

Lapor Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat

Melalui internet, aplikasi mobile.

(https://lapor.go.id)

Max. 4 (Empat) Hari Kerja

Max. 7 (tujuh) Hari Kerja

Max. 10 (sepuluh) Hari Kerja
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PEMOHON
- NON WAJIB PAJAK
- WAIJIB PAJAK

=

PEMBAYARAN PAJAK

INFORMASI/KONSULTASI

PAJAK DAERAH

=

N

CUSTOMER SERVICE

. Daftar NPWPD
. Daftar OP Baru
. Menerima berkas

permohonan

. Mengecek kelengkapan

berkas permohonan
Pengambilan Produk
Layanan

Print out Tunggakan

KEPALA SEKSI

- Validasi

- Draft SK

- Paraf

- Rapat Tim

- Tinjau Lapangan

KEPALA BADAN
Tanda Tangan SK

\_

KEPALA BIDANG

Disposisi
Validasi
Paraf
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Prosedur Pelayanan
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PENDAFTARAN OB.JEK PAJAK BARU PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, REKLAME, PENERANGAN JALAN DAN AIR TANAH

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Petunas Kepala Sub Kepala Keterangan
Waijib Pajak g p. . P Kelengkapan Waktu Cutput
Pelayanan Bidang Bidang
Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sesuai dengan _
kelengkapan persyaratan serta menyerahkan kepada petugas O"‘
pelayanan
Menerima dokumen pendaftaran dar Wajib Pajak ] u
e N 1. KTP
I Pemilik/Penanggung
Pajakfljin Usaha yang
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dimiliki 2. Poto Cbysk| 15 Menit
dokumen, bila dokumen fidak lengkap maka dikembalikan kepada 3. Koordinat Obyek 4.
pemohon, bila dokumen lengkap diteruskan kepada Kepala Sub ¥ Mengisi data potensi
Bidang 3. NPWP
r
Melakukan venfikasi kesesuaian dokumen Pendaftaran Pajak Daerah, M /
bila dokumen sesuai maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda
terima dokumen, bila dokumen tidak valid maka meminta perbaikan
kepada pemohon ¥
Memberikan persetujuan berkas permohonan Pendaftaran Pajak =
Diaerah | |
1 3 Hari
Menyesuaikan basis data, melaksanakan tinjau lapang (untuk Pajak Air ¢
Tanah dan Pajak Penerangan Jalan), perekaman dan pemetaan data
hjek b

objek baru
Pemberitahuan hasil pendaftaran objek pajak kepada Wajib Pajak © 1 Hari
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DIAGRAM SOP (STAMDARD OPERATING PROCEDURE)
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU PEB

URAIAN PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
. . Petugas Kepala Sub Kepala Keterangan
Wajib Pajak Kel k Wakt O t
Ak Faja Pelayanan Bidang Bidang elenghapan akiu utpu
Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran  sesuai dengan O M ) o )
kelengkapan persyaratan serta menyerahkan kepada petugas pelayanan - M‘;"Q'E" ’c-zr'rnullr
permohonan 2, Surat
Kuasa ([ bila dikuasakan
bematerai § 3, Mengisi
SPOP dan LSPOP 4, FC
Menarima dokumen pendaftaran dari W ajib Pajak | KTPISIMKE K pengenal
laimnya 5, Bukti surat
l tanah |Serifikatletter
Clpetok Dfketerangan
lainnya) 8. Bukti
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, peralihan ]
bila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, bila " {4JB/IJB/Pemyataan jusl 1 Hari
dakumen lengkap diteruskan kepada Kepala Sub Bidang beli'keterangan lainnya)
- 7. surat pemyataan
berkas sesuai aslinya [
N bermaterai ) 8.
Heterangan Kepala Desa
Melakukan verfikasi kesesuaian dokumen Pendaftaram Pajak Daerah, bila 2?::;:2{?’; Pf:jatlégiah
dokumen sesual maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda terima ¥ '5 t fetan E-u kanan k’l:':
dokumen, bila dokumen tidak valid maka meminta perbaikan kepada tEEun b g.fllan dalam 1
pemchon Eﬂblak
¥
Memberikan persetujuan berkas permohonan Fendaftaran Fajak Dasrah | |
10 Hari
Menyesuaikan basis data, melaksanakan tinjau lapang, perekaman dan =
pemetaan data cbjek baru
—
Femberitahuan hasil pendaftaran objek pajak kepada Wajib Pajak © 1 Han
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PEREKAMAN PEMBAYARAN BPHTB

PELAKSANA MUTU BAKU
Wajib Pajak Pelayanan Bidang Bidang Kelengkapan Waktu Output
i Mengizsi dan menandatangani dokumen permchonan Perekaman .
Pembayaran BPHTB sesuai dengan kelengkapan persyaratan N
menyerahkan dokumen permohonan Perekaman Pembayaran BPHTB ;| Berkas
2 kepada petugas pelayanan pajak I + 30 Menit permohonan
~1 1. Formulir
permchonan WP
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, 2 Bukti
3 bila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemchon, hila pembayaran asli 3.
dokumen lengkap petugas memberikan tanda terima dokumen dan Surat Setoran
diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Y Pajak Daerah
R (SSPD) 4.
Melakukan pengecekan bukti pembayaran yang asli dengan Rekening Fotokopi KTP
s Koran/Database pembayaran di sistem, bila dokumen valid maka N Wajib Pajak/Kuasa 15 Menit
diteruskan kepada Kepala Bidang, bila dokumen tidak valid maka 5. Surat Kuasa el Disposisi
dikembalikan kepada petugas pelayanan {Apabila pemprosasan
permohonan berkas
dikuasakan)
Memberikan persetujuan berkas permohonan Perekaman Pembayaran x .
6] 3 Menit
BPHTE
I Bukfi
& [Melakukan perekaman data pembayaran. 10 Menit perekaman
pembayaran
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DIAGRAM S0P (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PENGURANGAN ! PENGHAPUSAN POKOK PAJAKI/SANKSI PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, PENERANGAN JALAN, AIR TANAH DAN REKLAME

PELAKSAMNA MUTL BAKLU
MO URALAN PROSEDUR . . Petugas Kepala Sub Petugas Keterangan
Wajib Pajak Pelayanan Bidang Tinjau Lapang Kelengkapan Waktu Output
i Mengisi dan menandatangani dokumen permchaonan d
PenguranganPenghapusan Pokok Pajak/Sanksi kepada bupati M
5 Menyerahkan dokumen permohonan PenguranganPenghapusan Pokok | > R——
FPajak/Zanksi kepada petugas pelayanan pajak - ’
=1 1. Mergis! farmulr
permohonan _—
i . 2 Surat Kuasa (bla Resap progress
Menerima dokumen dan melakukan pemerksaan kelengkapan dokumen, pepengursa L]
3 |bila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, bila permohcnan
dokumen lengkap diteruskan kepada Kepala Sub Bidang ¥ dlkuazakan)
3FC KTF2M Walb
Fajak dan/atau
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohenan pembatalan N :"“_?“"'LTPD :‘KF:
“ ketetapan, bila dokumen valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda ;Eh:;;““‘:'r: -
terima dokumen, bila dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada S =1
pemohon ¥
Setelah menenma disposisi dan Kepala Sub Bidang, petugas tinjauw lapang
s |melakukan pemeriksaan kantonlapangan sebagai bahan pertimbangan Maks. 2 harl E*E":ﬂ“h‘i“”’
" |pemberian keputusan Kepala Badan dan/atau Bupati atas permohonan ke ::::r.'a‘::l-nar
PenguranganPenghapusan Pokok Pajak/Sanksi yang domohonkan WP
o B Mot dinas dan
8 hﬂemm.at.&{tiepalla Badan atas permohonan Pengurangan/Penghapusan E  ent i
Pokok Pajak/Sanksi —
7 |Mengoreksi dan memberikan paraf draft SK Kepala Badan % 5 M=nit
Kepala Badan memberkan persetujuan atas permohanan Mota dinas, berta acam
8 |PemguranganPenghapusan Pokok Pajak/Zanksi dengan menandatangani — Remeriksasn S Mzni SH Hepala Badan
draft SK Kepala Badan o apa pa et
¥
8 |Pemgarsipan 5K Kepala Badan dan pengambilan hasil keputusan cleh WP Q [+ —: S Miznit
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DIAGRAM S0P (STANDARD OPERATING PROCEDURE])
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS| ADMINISTRATIF DAN/ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PEB - P2

PELAKSANA MUTU BAKL
Petugas
NO URAIAN PROSEDUR Keterangan
Wajib Pajak Pefugas B p.ala Sub Tinjau I{_Epala Kepala Badan Kelengkapan Waktu Cutput ?
Pelayanan Bidang Bidang BPPD
Lapang
i Mengisi dan menandatangani dokumen permohonan Pengurangan/Penghapusan i N
Pokok Paak/Sanksi atas SPPT PEB - P2 kepada bupat O
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, bia M
2 |dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, bila dokumen lengkap > l 1. Mngisl formulr permahonan ——
diteruskan kepada Kepala Sub Bidang ZJurat Kumsa (s kepengunsan
parmohonan dkusakan) iFC
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohonan Y ZFFT tahun berjaan 4FC
3 Pengurangan/Penghapusan Pokok Pajak/Sanksi atas SPPT PEE - P2, bila dokumen . KT Walk :‘;:f ;:"“" Rekap progress
valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda terma dokumen, bila dokumen ’ ':"I:::::::ﬂmr;'ﬁ;umnlmwa' kera
tidak walid maka dikembalikan kepada pemohon 2 Zurat Keterangan Tak Mampu
Setelah menenma dispesisi dari Kepala Sub Bidang, petugas tingau lapang melakukan i Eﬁm‘f :ﬁ;ﬁm{;:ﬂn
pemeriksaan kantorlapangan sebagal bahan perimbangan pemberian keputusan ¥iauangan dan SFT Tahuran WE
4 Kepala Badan danfatau Bupati atas permohonan Pengurangan/Penghapusan Pokok 3I | Badan Tahun sebelmnya bagl W 1 b
Pajak/Sanksi atas SPPT PEB - P2 yang dimohonkan WP dan membuat SK Kepala Sanan £ 2ural Femyan ben
Badan atas permohenan Pengurangan/Penghapusan Pokok Pajak/Sanksi atas SPPT e astgn fhemziernl
PBE - P2
5 Kasubbid menindaklanjuti hasil finjau lapang dengan mengusulkan persetujuan Ej e "E““
pengurangan berupa 5K Kepala Badan atau swat penclakan Kepala Badan kerfa :;l’;:‘::n"m
g | Memberikan paraf Nota Dinas dan draft SK Kepala Badan atas permohonan WP v Meta cines can
untuk diteruskan ke Kepala Badan ;'::'a:" epaa
Kepala Badan memberikan persetujuan atas permohonan ¥
- |Pengurangan/Penghapusan Pokok Pajak/Sanksi penagihan PEE perdesaan dan | | 1 ar
" |perkotaan wilsyah | dengan menandatangani Telash Staf usulan SK Bupati draft SK
F.epala Badan
Kepala Sub Bidang meneruskan hasi jadi surat keputusan kepala Badan  unfuk
B |diserahkan ke Pelayanan untuk disampaikan Wak Pajak dan pengarsipan 5K d 1 hari SH Kepaia Badan
Sub Bidang
B |Menerma hasil jadi Surat K.eputesan Kepala Badan a8 : g 1hariza  (Proses database

(
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DIAGRAM SOP (STAMDARD OPERATING PROCEDURE)
PEMNGURANGAN | PENGHAPUSAN POKOK PAJAK | SANKSI VERIFIKASI BPHTE

PELAKSAMNA MUTU BAKU
HO URAIAM PROSEDUR S Keterangan
Wajib Pajak Petugas Kepala Sub | Petugas Tinjau Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan Bidang Lapang
. |Mengisi dan menandatangani dokumen permohonan Pengurangan/Penghapusan
Pokok Pajak/Sanksi Administrasi BPHTB kepada bupati O N
2 Menyerahkan dokumen pemobonan Pemgurangan/Penghapusan  Pokok . Mengisl farrmul st
FPajak/Sanksi Administrasi BFHTE kepada petugas pelayanan pajak > z'meégﬁm -:lram = 1 han ka3
—g KEpEngULEan pemohonan
: ; . dkuasakan)
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, bila 3.5PET 2zl tzhun berjalan dan Fekap progress
3 |dokumen tidak lemgkap maka dikembalikan kepada pemohon, bila dokumen FC: SPPT ket
lengkap diteruskan kepada Kepala Sub Bidang ¥ 4 FC KTRISIM Waj Pajak
dan/atau kuasanya
— 5.5urat Kesarangan
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permochonan N Desaelwmahan banwa "l"‘_"F'
4 Pengurangan/Penghapusan Pokok Pajak/Sanksi Administrasi BPHTE. bila ﬁrﬂ'm:lgﬁrzn;a el —
dokumen valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda terima dokumen, bila & FC mf reREning N )
dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada pemohon ¥ WPKuasa
7.Meiunas! unggakan
berdasarkan perhitungan plutang
ganda
Setelah menerima disposisi dari Kepala Sub Bidang, petugas tinjau lapang
melakukam pemerksaan kantorlapangan sebagai  bahan  periimbangan Misiks. 5 harl Bertta acara
5 berian keput Kepala Badan dan/atau Bupati ata oh b |PEreriEaAn
pemberian keputusam Kepala Badan dam'atau Bupati atas  permohonan } Kantorianangan
Pengurangan/Penghapusan Pokok PajakiSanksi Administrasi
Membuat 5K Kepala Badan atas permohonan Pengurangan/Penghapusan Pokok Mota dnias dan
Bt S Repad B pe gurEnganfrenghap SMert  |dmt oK Kepaia
Pajak/Sanksi Verifikasi BPFHTE Eaan
7 |Mengoreksi dan memberikan paraf draft SK Kepala Badan m 5 Menit
Kepala Badan memberkan persatujuan atas permohonan ;T;&fér ha-ncfaa?argan
& |Pengurangan/Penghapusan Pokok Pajak/Sanksi Administrasi BPHTEB dengan dr3t S Keosla Badan ' E Menit ¥ Kepala Badan
menandatangani draft SK Kepala Badan
¥
4@ |Pengarsipan SK Kepala Badan dan pengambilan hasil keputusan oleh WP O E | | E Menit
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No. Uratan Prosedue

Wajit Pajek

Ka Sub Bldang

Hatied Pajak
Daeran |

Sehoetar st

Duarah

Katarghapan

Wty

Qutput

Koter argan

Menporehai dan membedhan
tanda langan Nota Dioes, Telaah
3 |Smf, Berka Acara Pemrariiaain
Kantor , parsf SKPOLS can Draft
€ Bupatl

SAMLALD G WTeE On,

Bupat!

IR T

Hepds Badan memberiuan
persefiyuan St permotonan
4 lrestius dergan
menacdatangan Doaft SK Susat
den SFDLB

Menering persetjomn darl
Kaban can mengiinmian ecads
Bopatl Sidowro Berkas
Pemohooas yang dienghap

15 |dengan Telash Staf, Seritz Acas
Pemerisaan Kanyr | SXPOLE
dany Oraft S5 dan Dratt K Bupatl
hepada Bupati Sidoaro melelsd
Bagan Unum

Menersma Draft S cwrl BPPD
%5 |dan menansken ke Bagan
Hukum

1 har!

1 ha

1 hatt

Mengorehai dan meobedhan
pwal SK Suwat

Mermberbun persetjaan
peTnotOMan resilini dengan
merarcidangen SK S

w

™0 |Memberikan nomer S Bupat!

Drat K Bt

max 5 han

max 18 bt

1 han

Menerima S¥ Bunati dan sena
20 |bekas b Sserahibie b
Sebretinial | Kasuiag Keuange
UttU Or0Res Denoai

1 hatl keria

SK Bupat

Sehratarial mamtuat SPP o
21 |EPN beserta kelenghanereya ke
BPYAD (BUD)

EPP dan EPM

2 hari ketja

BPYAD memtuat SPIO untuk
22 |dlskuhan pencsiaan melsiu
Bark jdlm

23 |Wat pajak mencarsan uang

£PP dan
2PM
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DIAGREAM ZTOF [ETANDARD OPERATING PROCEDURE]
BMEFANIEME PENOEMEALIAN KELEBHAN PEMEATARAM [REESTITUEI) PAJAN DAERAH LAIN DIBAWAH B JUTA

oAy Wiuhs Baku
Usalan Frocedur Pajits Fajak Pelayaran Fasubibild Fabid Sskredmriat | Fepala Badan BFHAD rsisngiapan Wity Courbpast Hetmramgan
‘Wb Pajak memyerahkan 2
dua] berkas pemrnohoran -—-I
=engeina lan b han | | 1 Har
Fembayaran (Resiied ) Fojak 1. Forrmlir
nLam permchonan WP
Mensrima 2 (dual berkas J dEujaisan Kepdy
perohonan darn Wiallb Pajak , Eq:at.dan Kepala
I |mencek kEl=ngkapan dokumisn Exdan; 1 Fear
dan merdistribusikan 2. Eurat Kussess (i
pamohonan kepada Kasubbid : :Eml.an :'-.P
.FCKTF WP dan
Menerima 2 [dual berkas r:n:.::.-a
- 4. Bukd Pembyaran
pumohoraan  dan memeii , s it
Erlengkapan, kesssusian dsn IF"H' I I
3 |keheraran bercs. permmohonan i :hbﬂ_ =50 1 Harl
1 {catu) berkas disarankan ke dan 'il‘-'ﬂ-ﬂ.ﬂ_"llﬂﬂ
simhid yarg 1 [satu) berkas wuk 5. Burat pemyaiaan
dikrim ke Eelretariat :ﬁ?:;ﬂ dar
d ik Lol ey e
Sedretariab meryas-oalkan o bia ierjad] k==alaan
Beras DErmohonan Fes s percizian SEFO) _
= / Mamx = Fari kerja
gar rendapat persebjuan b permiatera; =
Bapak Kakan 6. FC. KT WF yang
3kan dipindanbukuicar
7. Surat Permyoizan
Mensrima disposisl dari bapak ei;h Eayar
o |Eaban akms pengajuan FeEstius .. & - 1 Feari pom
® |di baenin 5 utn  dan merber srmaperal) B. FC. a

Homor resening bank

dispaoals] kepada Fasubbid Jatim (Ehuses

biebihan perbayaran
M nerima disposisl darl KaBld najak) 2. Surat

unhuk e rmproses. esthes] Permyatsan balres
membual Mota Dinas |, SKFDLB Derias secual dengan
dan drafT Ex KKaban dan a=limya ibermaberal 1 har k=ra
memberikan parar sebaga
Esshan periimibarsgan
pengambdian kepuhusan

moka diras
Lengoreks] dan memien e maiash oAl

Eareda tamgan Mots Dinas |, SHFDLE dan
para’ SKPDLE dan Dralt 5K draft 5

sLanan FLABAN

M enaia Bydan memberican -
peersetujuan aas perohoran - .
rectitus! dengan > e 901
menandaanganl £ Kaban dan
SKFPCLB

Al =il am naemer S Fahan
dan mesberican ke Eidang PD | I": 2 Feari baria
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Pelaksana utu Baku
- ST ST Pelayanan Kasubbid Kabid Sekretariat  |Kepala Badan BPKAD Kelengkapan Waktu Outpart T
Menerima 5K Kaban dan seria
berkas asli diserahkan ke .
10 |sekretanat | Kasubag N 1 har kerja
Fewangan) untuk proses
pencairan
Sekretariat membuat SPP dan
11 |5PM beserta kefengkapannya # spp dan spm 3 hari
ke BFEAD (BUD)
BPKAD membuat SP20 uniuk .
12 |ddakukan pencaiaran melalu I'-1a:-c|l:e1lillahan
Bank jatim f
13 |Wajb Pajak mencairkan wang € 1 hari kerja

Standar Pelayanan Publik (SPP)
Badan Pelayanan Pajak Daerah



OLAGHAN SOF (STANDARD OFERATING FROCEDURE)

MEKANISME PENGEMEALLAN KELESIGAN PEMBAYASIAN (RESTITUSH EFHTE DIATAS € JUTA

Wty Bae
sacala Codar Bagien Ussemn | Bagran ke
ot USsia Pussiitioy W Paa RS L | (eI Sebretartet | Petrpmren Papes | Setta xab Setcta Wb Dugma BPRAD bebe gt zpac Wb Otput stngen
Polnpans Oosrsh & ey Bidoacto Usoege
Svon
PG D Dapd e O
L) Dt DerTactormn l "‘:""'“'"-‘
1T ngemitaioes Kadebstwr J - _ —
Perrbapen Mettow) SPHTS ::I'HJ' e ey charme
o Pl - o - PargeeT e
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gt See Facmie PecTtayneee
St M estman) S ITY
2 S Yasmee (e Smben S Jotm
Misnerme 2 (e Derkas secnre lengiag 2
josemorcrmn | meccee 2 FCKTF WY G wr
3 eserghapeen SOk e See
| erciat iooman perTororen 4B &
i Japutits e
T ool D P SR
e hecm g el
Macwrrme 2 (thml beckas S Soret perraetaer
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4 ity Sy
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Uraian Froseow

Wajin Pajek

Fa Sab Bidang
Validasi dan

Kt Pajak
Dasrah 11

Kepata Saden

i
i

Fewrgnaoan

Waktu

Neter aregan

3

Mengorekai dan mersbenthan
tands wogan Nota D, Telaah
Sl Barka Acars Perverliaaan
Kantor | peral SKPOLS dan Dran
£¥ Bopati

SOSLAS G Uil Of.

Bupati

« Tt

L

Hepada Saaan memberian
persefifuan s pemalfonan
reatiusi dengan
merardaangars Draft SK et
dan SXPOLB

Menerima perset ju Qurl
Kaban dan mengirimian hepeda
Bupatl o] Serkas
Permoboran yang dlenghap
dengan Tolaah Staf Berits Acar
Pemariaaen K, SKFOLB
dan Oraft 3¢ dan Dreft SK Bupat
hepada Bupst! Sicoano melakl
Bagian Lmum

4
o

Menetima Draft X dari BPPD
dan mensrushan e Bagian
Hukum

1 han

1 harl

1 hadl

Mengorskal den menbethan
pardf SK Suoad

8

Memberian perseds s
permohonan restius! dergan
meardaangan SK B

Meamberkan nomer SK Bupat

Drat EK Bipat

maex 5 hal

Deaft 3K
Swpat

max 18 hadt

1 hari

Menerirma SK Bupati dan sena
Deran @i Sserahian ke
selretanal | Koty Keuangan)
Uriuk Croses Dencaivan

1 han kena

SX Bupas

2

Selretariat mertuat SPP g
EPN Lesenta kelenghaparoya ke

BPHAD (SUD)

2 hart keria

>
L2

BEPHAD menmbuat SPIO untuk
dilskosan pendsiaan meaiu
Bank jatim

23 Wt pajas. mencaiken ueny

EPP dan
SPu
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DIAGRAM S0P (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PEMINDAHBUEUAN
PELAKSANA MUTU BaxU
HO Pstugas Kepala Sub Kepala Ketarangan
Wajlb Pajak Polayanan Faang Bacang Kalangkapan Waktu Output
1. Foeruair permchoran WP
2 Dot Komes (Jea iUk
1 |Wajib Pajak menyerahkan permochonan Pemindahbukuan "C::}' e T e
M bemmrtn SPTPD dan SIFD
5 Menerma permohonan Pemindahbukuan dan W ajib Pajak , melakukan pengecekan
kelengkapan dokumen dan memberikan berkas permohonan ke staf ¥ 1 har Serfaz
Pemohionssn
+
Menerma pemuohonan pemindahbukuan dar Pelayanan . mengecek kelengkapan
3 - . N
dokumen setelsh itu diserahkan kepada Kepala Bidang
L
4 [Memberkan disposisi ke Kasubid untuk memproses pemindahbukuan Iil tafu candm team permataran 1 hiarl Cisposis!
5 Menerma disposisi , meneliti Kesesuaian dan kebenaran berkas permohonan yang Iil = harl
diterima dan memberkan disposisi ke staf unfuk segera memproses pemindahbukuan R —
pamdvbniame.
5 Membuat nota Dinas, Berita Acara Pemeriksaan, SKPDLB dan draf bukfi |:|“ 1 hant
pemindahbukuan dan uraian pemindahbukuan
. Mengoreksi nota Dimas, Berita Acara Pemeriksaan, SKFDLB dan draf bukt iF :..:‘-; ;:.-"n:::-r:r:a::::“ 1 harl
pemindahbukuan dan uraian pemindahbukuan dan memberikan paraf FHPERLN et el et
Memberikan tanda tangan nota Dinas, Berita Acara Pemeriksaan, paraf SKPDLE dan * T
5 . 3 ELE T
draf bukti pemindahbukuan dan uraian pemindahbukuan I:I et
g Kepala Badan memberikan persetujuan atas permohonan pemindahbukuan dengan L
menandatangani bukti pemindahbukuan |
1 Menerma bukti pemindahbukuan yang telah ditanda tangani kaban dan menyerahkan ke I:I“ 1 har
pelayanan
11 |Menerima bukti pemindahbukuan dan menyerahkan ke wajib pajak I:I.. sl Fenssnnen i Perinsatiasann
12 |Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan O |
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PEMINDAHBUKUAN
PELAKSANA MUTLU BAKL
HO Patugas Kapala Sub Kepala Ketsrangan
wajlb Pajak Pelayanan Rlaang Bigang Kalangkapan Waktu Output
1. Forruir permchoran WS
2 Duret Fumes (P diosmmskon
1 |Wajib Pajak menyerahkan permchonan Pemindahbukuan (. _-:.}' b riatl s sl sl
T M P eps Sl tejed| dobel beyer den
kscum pang asl
5 SPHP 1 lambar dmn S5P0 3 ismEar
verflan sewra
2 Menerima pemohonan Pemindahbukuwam dan W ajib Pajak , melakukan pengecekan ;;:“5::"::"“"";:‘:::;:
kelengkapan dokumen dan memberikan berkas permohonan ke staf ¥ T s pegiens P 1 har Beriac
e Pemohonan
1 T. FC. KTF WP yurg simn
eliiraimhiyoin down
B Carw Perrgwines batwe berkes sl
dengm mmlvyd (bermietew |
] Menerima pemohonan pemindahbukuan dar Pelayanan , mengecek kelengkapan . L;":Fﬁ;':;;’:ﬂ_
dokumen setelah itu diserahkan kepada Kepala Bidang :::'*-ﬂ-"h'ﬂ Targar, kndin
10 Sursd Perrywisar 2uc PPAT bafwn
larcas parg acat  dpidansckocas
¥
4 |Memberikan disposisi ke Hasubid untuk memproses pemindahbukuan I_—'_I Sty vt e perTon ran 1 harl Cisposls!
s Menerima disposisi , meneliti Kesesuaian dan kebenaran berkas permohonan yang Iil 2 harl
diterima dan memberikan disposisi ke staf unfuk segera memproses pemindahbukuan R
el
c Membuat nota Dinas, Berita Acara Pemeriksaan, SKFPDLEB dan draf bukti I:I“ 1 harl
pemindahbukuam dan uraian pemindahbukuan
= Mengoreksi nota Dinas, Berita Acara Pemeriksaan, SKPDLB dan draf bukt iF ) ’::.'E”;'.’.“T.:?::‘" 1 harl
pemindahbukuan dan uraian pemindahbukuan dan memberikan paraf RN ot A et
g |Memberikan tanda tangan nota Dinas, Berita Acara Pemeriksaan, paraf SKPDLE dan il Bl i
draf bukti pemindahbukuan dan uraian pemindahbukuan it
g Kepala Badan memberikan persetujuan atas permohonan pemindahbukuan dengan L4
menandatangani bukti pemindahbukuan
1 Menerima bukti pemindahbukuan yang telah ditanda tangani kaban dan menyerahkan ke I:I‘ 1 har
pelayanan
11 |Menerima bukti pemindahbukuan dan menyerahkan ke wajib pajak I:l.. sl Pamnsariainmn i Pemincaiasuan
12 |Wajikr Pajak menerima bukti pemindahbukuan C_j‘ |
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PEMINDAHEUKUAN EPHTE
MO PELAKSANA MUTL BAKL ke
.. N terangan
Waiib Pk | oS “‘gﬂ:nﬁg"’ Eﬁ::'; Kepas adan Kelengkapan Waktu Output ®
1. Formulir permohonan W,
2 5urat Mumsy (e o ks akan |
1 |Waijib Pajak menyerahkan permchonan Pemindahbukuan D' N T oo
Pertaral apshds el dobel banar, dan
:u:l_a:.ulnaa-l )
Menerima pemohonan Pemindahbukuan dari Waiib ftf_’; D:;_T‘:’_"" BEFC Jlemher
-~ |Pajak , melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, & Surat permyataan taas keperaan dan
" |berkas tidak lenogkap kembali ke Wajib pajak dan berkas :;ﬁ::‘m"m;‘m
lengkap diserahkan ke Kazubbid . P——— )
;FG”"—"PWW 1 har Berkas Penmohonan
] B Surat Pamyataan bahwa bercas sesual
dengan asinys (bermaterl
Menerima pemmohonan pemindahbukuan dan Pelayanan N LTtmew“P“p
3 dan melakukan pengecekan kesesuaian, bila sesuai dpinahtuukan ftands Tangan kedus
diserahkan kepada Kepala Bidang, bila fidak sesuai maka :'c':*sl'd . ot PEAT b
kembali ke petugas pelayanan ¥ Earhas g akan  cpnsnCuRLEY
belum A2
11.15;H= Vertkas! Liang 'WF yang
dipindahiuikan beim dsetyul
¥ 1T Er ERPT PEE Tabyn Ewralse
Memberikan disposisi ke Kasubbid untuk memproses . N
4 pemindahbukuan I:I SR penas e - 1 har Disposis
Menerima disposisi, meneliti kesesuaian dan kebenaran
berkas permohonan yang diterima dan memproses E_
§ |pemindahbukuan { Membuat Mota Dinas , SKPDLE dan 2 hari
draf bukti pemindahbukuan ) memberikan paraf Motz Dinas, SKFOLE dan
raf Uk pemindahbuiLEn
Memberikan tanda tangan nota Dinas, paraf SKPOLB dan .
8 ' 1 hari
draf bukti pemindahbukuan I:I Berkas Fermohonan
pemindahbukuan yang telah
Kepala Badan memberikan persetujuan atas permohonan - diproses | Nota Dinas, SKPDLB
7 |pemindahbukuan dengan menandatangani bukt I:I dan dra bl pemindahizukuan | 1 hari
pemindahbukuan
Tan SHPDLS dan
5 Menerima bukti pemindahbukuan yang telah ditanda Hmm
tangani kaban dan menyerahkan ke pelayanan I:l"
Menerima bukti pemindahbukuan dan menyerahkan ke | 1 hari
J wajib pajak Ij
10 |Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan D Bukti Pemindahbukuan Buii Pemindahbukuan
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, REKLAME, PENERANGAN JALAN DAN AIR TANAH

PELAKSANA MUTU BAKU
HO URAIAN PROSEDUR ~ ] Petugas Kepala Sub Kepala Keterangan
Wajib Pajak Pelayanan Bidang Bidang Kepala Badan| Kelengkapan Waktu Output
Mengisi dan menandatangani dokumen pemohonan Penundaan [
1 |angsuran pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir kepada ”O‘
hupati. N
5 Menit
1. Mengisi fomuli
5 mgn}.-'erahkan dnkumen permohonan Eenundaanf angsuran pembayaran pemmchanan
pajak hotel, restoran, hilxuran dan parkir kepada petugas pelayanan pajak 2.5uat Kuasa [bla
—_ kepenguruzan
»
rian - Rekap progress
Menerima dokumen dan melakukan pemernksaan kelengkapan dokumen, dkuasakan)  3.3KFD kerja
3 |bila dokumen fidak lengkap maka dikembalikan kepada pemaohon, bila Eg d,mmt
dokumen lengkap diteruskan kepada Kepala Sub Bidang pendukungrya (laparan
keuanganipembukuan)
|
Menelii Kesesuaian dan  kebenaran dokumen  permohonan ;'Fi“;?'ﬂ Wagb 1 har kerz
F'engnde_.am'angsuran pgmbayaran pajak hntel_, restoran, hit_:uran dan| | M k:'as.m:; 5 Sun
4 |parkir, bila dokumen valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda| | pemyataan batwa
terima dokumen, bila dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada berkas iglah sesuai
pemaohon ¥ dengan aslinya
v La:_-:mn dan
z Kasubid menugaskan Staf untuk melakukan pemeriksaan/penelitian atas, Maks, 5 hasi :ﬁ?mg
laporan keuangan waijib pajak kerja pemerksas
. lapangan
Kepala Bidang menerima hasil pemeriksaan/penelitian atas laporan ‘J’ Make 2 b |5K Keoia
& |keuangan disertai berita acara pemeriksaan/penelitian beserta konsep hé-'ja ; Eﬁlip
5K ke Kepala Badan |
¥ Mota dinas, Berita acara
7 Kepala Badan menetapkan SK penundaan/angsuran atau surat pemerksaan ——— K Kepala
penolakan permohonan penundaan/angsuran kantorlapangan, draft ~  |Badan
S Kiepala Badan
¥
N i o . B
5 Slleggarsman 5K Kepala Badan dan pengambilan hasil keputusan oleh Oq — 1 har kea
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DIAGRAM SOF (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PENUNDAANIANGSURAN PEMBAYARAN PBE - P2

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Petugas Kepala Sub Keterangan
jil» Pajak Kepala Bidang | Kepala Bada Kelengk Walkdtu Output
Waijib Paja Pelayanan Bidang e " Engapan 5 utp
Mengisi dan menandatangani dokumen permohenan Penundaan / angsuran pembayaran| C ;\
FBE - P2 kepada bupati. N
o Ment
menyerahkan dokumen permohonan Penundaan / angsuran pembayaran PBE - P2 1. Mengs mulr
kepada petugas pelayanan pajak mmm 3 5ura
T 1553 (ol 3 kepenguniEan
permrnonan dkuasakan) Fizkap progress
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, bila dokumen 3FC KTRSMWall pﬂ; ;H-JGF
tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, bila dokumen lengkap diteruskan dan/ata kissanya
kepada Kepala Sub Bidang Y 4.3ural Ketesangan
DesakEuranan banwa Wo
_ belum pemah mensima 1 harlkefa
Menelii Kesesuaian dan kebensran dokumen permohonan Penundaan/angsuran|| |y :P;:Tdan‘amr:;:ir;m
pembayaran PEB - P2, bila dokumen valid maka Fepala Sub Bidang memberikan tanda) | V-P.tlasa SFCE
terima dokumen, bila dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada pemohan Kepermilian tanah
Y 7 Melunas! turggakan
beriasarian peiungan
Tim Pemeriksa Pajak Dasrah melakukan pemeriksaan kantor dan'atau lapangan sebagai W phuEng ganga
bahan pertimbangan pemberian keputusan bupati atas permohonan penundaan/angsuran Laporan dan
pembayaran FEB - P2 |, seielsh Hepala Badan menerima disposisi bupati terkait Maks That | bedfis acam hasl
permohonan penundaan/angsuran pembayaran PBB - P2 yang diajukan oleh WP yang kEdja pemerkeaan
kemudian didisposisikan ke Kepala Bidang sebagai dasar pemerksaan/tinjau lapang dan IapangEn
membuat draft SK Kepala Badan
T
Mengareksi dan memberikan paraf dratt SK Kepala Badan 1 har kegja
. . Nota dinas, Berlta acaa
Kepala Badan memberikan persetu;u.?n ar;:!S permohonan Penundaan | angswran peestian bnkukapangen,| 1t iega
pembayaran PBE - P2 dengan menandatangani draft 5K Kepala Badan drat 5 Kepaia Sacan
5K Kepala Badan
Kepala Sub Bidang meneruskan hasil jadi SK. Kepala Badan ke Petugas Pelayanan wik| (e . " N
diarsip dan dan diserahkan ke Waijio Pajak A #
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MAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN BPHTB

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Keterangan
Wajib Pajak PZT;;;‘?:“ Ka;;l:nsgub Kaban Kelengkapan Waktu Output ¢
1 Mengisi dan menandatangani dokumen permohonan Penundaan | angsuran _
pembayaran BPHTE kepada bupati. - N
& Manlt
- menyerahkan dokumen permchonan Penundaan / angsuran pembayaran BPHTB ‘ F"' H
~ [kepada petugas peiayanan pajak P 1. Mengis! formulir permahonan
! 2 Surat Kuasa [olla kepengunisan Rekap progress
Menenima dokumen dan melakukan pemenksaan kelengkapan dokumen, bila dokumen pemmatanan dikuasakan k2rja
3 |tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, bila dokumen lengkap diteruskan E‘?afa':"i‘gﬂa:\; ﬂF'EJE: ot
kepada Kepala Sub Bidang ¥ Keterangan Desal¥ surahan bawa
M ' WP belim pemah menerma SPPT | 4 pad keda
Menelii Kesesuaian dan kebenaran dokumen permochonan Penundaan/angsuran :d‘lﬁ'ml- ouk lainmya
4 |pembayaran BPHTB, bila dokumen valid maka diteruskan kepada Kepala Bidang, bila ;-;gﬂm;p?ﬂmﬁﬁ;““
dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada petugas pelayanan 7 Mehinas| wnggakan penasarkan
/ ¥ pemitungan plutang ganda
Kepala Badan menerima disposisi bupati terkait permohonan penundaan/angsuran L3n0ran dan
pembayaran BPHTE yang digjukan oleh WP yang kemudian didisposisikan ke Kepala B berita acara
5 |Bidang dan tm pemerksa pajak daerah melakukan pemenksaan kantor danfatau yau"s;r;rar nasi
lapangan sebagai bahan perimbangan pemberian keputusan bupati atas permohonan ’ pemeriisaan
penundaan/angsuran pembayaranBPHTE pangan
5 Membuat SK Kepala Badan atas permohonan Penundaan / angsuran pembayaran Maks. 2har  |SK Keoala
BFHTB kena Badan
7 |Mengoreksi dan memberikan paraf draft SK Kepala Badan 4 5 Mentt
:
X
Kepala Badan memberikan persefujuan atas permohonan Penundaan | angsuran Nots dinas, Beflla asara 5K Kepaia
8 pembayaran BPHTE dengan menandatanoani draft SK Kepala Badan Ef{"";;'f;a:a”;;;”’upmar' g TRATKER e
L A
9 |Pengarsipan SK Kepala Badan dan pengambilan hasil keputusan oleh WP O* . 1 hiarl kesja
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
PEMBATALAN ATAS SPPT PBB -P2

PELAKSANA MUTL BAKU
URAIAN FROSEDUR Petugas Kepala Sub Petugas Kepala Kepala Badan Keterangan
Wajib Pajak Tinj Kelengk Wakt Output
: ' Pelayanan Bidang fniau Bidang BPFD FlEngrapan aHu He
Lapang
Mengisi dan menandatangani dokumen permohanan Pembatalan Hetetapan PBE - O N
P2 sesuai dengan kelengkapan persyaratan ‘
5 Ment H“aph:q‘:g'e“
Menerima dokumen dan melakukan pemerksaan kelengkapan dokumen, bila N
dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pamchon, bila dokumen lengkap e — —_— :’En:_b\:nﬁmh?g'ﬂ_
diteruskan kepada Kepala Sub Bidang ¥u3sa bl I.eoc-'rgl:r.:sar:
pemohenan diussakan)
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohonan pembatalan ketetapan ‘ S;SPPTTJWTMF
PBE - P2 bila dokumen valid maka Kepala Sub Bidang memberkan tanda teima :<> gﬁ?ﬂ;ng N y_aFrgE
dokumen, bila dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada pemohon ¥ KTRISIM Walb paﬁ
daniatal esanya -
| o I
Setelah menerima disposisi dari Kepala Sub Bidang, petugas tinjaw lapang W DEZE%TELQ
melakukan pemeriksaan kantorlapangan atas berkas permchonan pembatalan ¥ D NOP ganda/ berpa Fastmi
ketetapan yang dimohonkan WP bersama dengan kepala desa | yang mewakili ke Fasas 6. Surat
Ickasi objek pajak dan dibuatkan Berita Acara Tinjau Lapang permyataan bahwa berias
teiah sesual dengan asinya
7.Mizhnas! Lunggakan
Laparan dan
Kasubbid menindaklanjuti hasil tinjau lapang dengan mengusulkan persetujuan | IQ ! Maks. S e |Benta Acars hasl
pembatalan berupa 3K atau surat penolakan kepada Kepala Badan ka3 Pemenkzaan
Lapangan
Memberikan paraf draft 3K Kepala Badan atas permohonan WP untuk diteruskan . R —
ke Kepala Badan E el "
£ ]
Kepala Badan memberikan persetujuan atas permohonan pembatalan ketetapan | | .
PBE - P2 dengan menandatangani draft 5K Kepala Badan nal ke
Kepala Sub Bidang meneruskan hasil jadi surat keputusan kepala Badan  untuk
diserahkan ke Pelayanan untuk disampaikan Wajib Pajak dan pengarsipan SK di 4 Laporan dan berlia 2cara 1hankEl  |5K Kepaia Badan
) hazll pemestksaan spangan
Sub Bidang
it
Pengarsipan berkas permohonan dan pengambilan hasil keputusan oleh WP O: ihankefs  |Proses database
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PEMEATALAN TRANSAKS| PEMBAYARAN BPHTE

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Keterangan
Waijib Pajak Petugas KepalaSub |~ Kepala | oo hokapan | Waktu Output g
Pelayanan Bidang Bidang
' Mengisi dan menandatangani dokumen permohonan pembatalan
transaksi pembayaran sesuai dengan kelengkapan persyaratan N
5 menyerahkan dokumen permohonan pembatalan fransaksi pembayaran | . Berkas
kepada petugas pelayanan pajak - 1. Formulir 30 Menit permohonan
permohonan WP
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, ZBuki
3 bila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, bila pembayaran asli
dokumen lengkap pefugas memberikan tanda terima dokumen dan 3. Surat Setoran
diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Y Pajak Daerah
(S5PD)
- . 4. Fotokopi KTP
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohonan pembatalan N Waijib
4 |ketetapanbila dokumen valid maka diteruskan kepada Kepala Bidang, Pajak/Kuasa 5. 15 Menit
bila dokurnen tidak valid maka dikembalikan kepada petugas pelayanan Surat Kuasa Disposisi
¥ (Apabila pemprosesan
permohonan berkas
6 Memberikan persetujuan berkas permohonan pembatalan transaksi dikuasakan) 10 Menit
pembayaran
Bukti
¥
7 [Melakukan pembatalan transaksi pembayaran. 15 Menit pterr;rsa;::n
pembayaran
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KELUHAN DAN PENGUKURAN {0507 : 3PPD.S0A SOPS
KEPUASAN PELANGGAN TGLTERBIT | 01 Mei 2021
PELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
NO URAIAN KEGIATAN PELANGGAN SEKE:;ARIS Bagian TU KEFALA BPFD KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
. - Pengajuan table Table
E:gﬂ;:sp?::ﬁlzz membuat program pengukuran ( 1 ) pengendalian 1 hari pengendalian
P peiangg ketidaksesuaian ketidaksesuaian
1
Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan yang digunakan
berdasarkan kondisi pihak terkait (pelanggan dan dinas enT::cliZIian Mazx 1 minaau F‘eng:s::;;ﬁ;anble
petemakan provinsi), perkembangan teknologi dan kebijakan p. g . = p-_ g .
arganisasi ketidaksesuaian ketidaksesuaian
Program pengukuran kepuasan pelanggan diCC ke 2 O _ 2 . .
2 =
Sekertaris ISO dan disahkan oleh Kepala BPPD PTP Max 1 minggu | Program perbalkan
Pengukuran Kepuazan Pelanggan dilakukan minimal 1
(zatu) kali dalam setahun, dengan periode waktu yang 3 P I L 3 Form survey
3 |ditetapkan oleh Ka Sub Bag TU. Pengiriman Kuesioner Daftar pelanggan Sesuai jadwal kepuasan
dapat dilakukan melalui wawancara langsung, fax, surat, pelanggan
atau email.
Sedangkan untuk penanganan keluhan dari pelanggan 2 N s > a
4 (Dinas & masyarakat sekitar) diterima bagian TU dan Surat keluhan seketika Feedback
diteruskan ke Kepala BPPD untuk ditindak lanjuti
Keluhan pelanggan harus dituangkan dalam daftar keluhan
pelanggan dan dilampin bukti surat keluhan jika ada B
3 5 N Da:ﬁl;elul;sn 1 bulan sekal Executive report
Data keluhan pelanggan disampaikan ke sekertaris |50 peiangg
untuk dianalisa
Hasil kepuasan pelanggan disampaikan ke Sekertaris 150 I.r*—'
g untuk dilakukan analiza dan dijadikan bahan untuk executive \j D;:ﬁl;zl;;sn 1 bulan sekali Executive report

review
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
MEKANISME PENERBITAN SKPD PAJAK REKLAME

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR o Petugas Kepala Sub Petugas Keterangan
Wajib Pajak ) Tinjau Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan Bidang
Lapang
Data objek pajak reklame dar Bidang PD | / wajib pajak —rC\f.
_— N
5 Menit
'J_
Meneliti kesesuaian dan kehenaran penetapan pajak reklame dengan .._[ l
gambar maupun kondisi di lapangan { -
—I 1. Mengisi formulir
permahonan
2.Surat Kuasa (bila :el-lcap progress
kepengurusan =
Mengolah data untuk ditetapkan permahaonan
dikuasakan) 3.FC
Y KTRISIM Wajib Pajak
] dan/atau kuasanya 4. 1 hari kerja
Fato Objek
. . . N Reklame/Design
Melakukan verifikasi data pengenaan pajak reklame
Y
I—ﬁ Laporan dan
: Maks. 1 hari | = 363
Mencetak SKPD yang sudah valid ari hasil
A pemeriksaan
|l lapangan
Memberikan paraf SKPD SKEPD SKPD
1 hari kerja
Menyampaikan SKPD ke Wajib Pajak ©= < SKPD, Bukti Serah SKPD, Bukii
Terima Serah Terima
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
MUTASI PEBE (FENUH & GABUNG PECAH) DAN PEMBETULAMN! KEBERATAN PEB-F2

PELAKSAMA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Petu I3 Sub Pet I Keterangan
Waiib Paiak gas Kepala 5ul ugas Kepala
1] I] Pelayanan Bidang Tinjau Lapang Bidang Kepala Badan Kelengkapan Walktu Chutpat
1 Mengisi dan menandatangani dokumen permohonan Mutasi sesuai dengan .
kelengkapan persyaratan ’ 1. Mengls! farmulr
N permohonan 2 Surat Kuasa |
bila glkuasakan & permatera
Menerima dokummen dan melakukan pemerksaan kelengkapan dokumen, 13. 5PPT 4 fc kipsimap &
2 |bila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemchon, bila ¥ = Kkuasamya &. mengis| SPOP
dokumen lengkap diteruskan kepada Kepala Sub Bidang M dan LGPOR 6. 7o bukt) surat
fanah |Sentkatietier
Cipetok Diketerangan
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohonan, bda dokumen ¥ lainnya) 7. Buktl peralihan
3 |valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda terima dokumen, bila = |AJBAJEPemyataan jua berkas
dokurmen tidak walid maka dikembalikan kepada pemchon belkaterangan lalnmyz) £. 10 1 Han permanonan
Pemahon Pribadl dan ID
Kuasa
[KTR/SIMKEK K eterangan
alnmya) | 1D Pemahan
Setelah menenma disposisi dan Kepala Sub Bidang, petugas tinjau lapang ¥ EE"E"EEF {Alite Pandirian
erusahaan, NIS, [in ickasl,
s | melakukan pemeriksaan kantorlapangan atas berkas permohonan yang IMEB/site pan) 3 Fato ciira
dimohonkan WP bersama dengan kepala desa | yang mewakili ke lokasi satelt etk :ui:jel 10.
objzk pajak Melunas! funggakan | Print
oiut)
K.asubbid menindaklanjuti hasil tinjau lapang dengan mengusulkan -
§ | persetujuan permohonan pembetulan berupa SKNJOP ataupun SK Kepala | |
Badan
8 Approve usulan pembetulan yang diajukan oleh Kasubbid dan paraf draft SK ‘:
Kepala Badan atas permohonan WP untuk diteruskan ke Kepala Badan ’ . .
max 10 Hari
. Memberikan persetujuan’ approve permohonan pembetulan baik berupa -
SKMNJOP maupun SK Kepala Badan
2 Menyesuakan basis data, melaksanakan tinjau lapang, perekaman dan D;
pemstaan
Pen berk. honan lan hasil keputu h . !
P '.-.'Epgars pan berkas permohonan dan pengambilan hasil keputusan ole Q : orpcee datanace 1 Hani Sﬂ.ﬁp
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DIAGRAM SOP (STAMDARD OPERATING PROCEDURE)
PEMBATALAN ATAS SPPT PEE - P2

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN FROSEDUR Petugas Kepala Sub Petugas Kepala | KepalaBadan Keterangan
Wajib Pajak Tinj Kelengh: Wakt Output
: ! Pelayanan Bidang i Bidang BFPD FlEngkapan ant 1P
Lapang
Mengisi dan menandatangani dokumen permohonan Pembatalan Ketetapan PEE - O N
P2 sesualdengan kelengkapan persyaratan l
5 Met Hm‘gﬂ?'&“
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, bila
2 |dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pamohan, bila dokumen lengkap e = :’En:_";:ﬂﬁmh'rg‘la"ﬂ_
diteruskan kepada Kepala Sub Bidang ¥u3a (o I.E‘DE'I;[I.E-.!I‘
pemononan diLasakan)
Menglifi Kesesuaian dan kebenaran dokumen permchonan pembatalan ketetapan ‘ 3;3FPT?4W?'1313F
3 |PBB - P2 .bila dokumen valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda terima :.O g?ﬂ:;d;:ﬂ.r O y_ElFrgC
dokumen, bila dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada pemohon ¥ KTRISIM Wajb paﬁ
danatal iEsanya -
1 I i
Setelah menerima disposisi dari Kepala Sub Bidang, petugas tinjau lapang W Dei;gﬁaﬂr?lerg;:rg
s melakukan pemerksaan kantorlapangan atas berkas permohonan pembatalan ¥ E NOP gandal bengsa Fasumy
ketstapan yang dimohonkan WP bersama dengan kepala desa ! yang mewakili ke Fasos £ Sarat
Ickasi objek pajak dan dibuatkan Berita Acara Tinjau Lapang permyataan bawa berias
taiah sesual dengan asinya
7.Meknas! Lnggakan
Laparan dan
5 Kasubbid menindaklanjuti hasil tinjau lapang dengan mengusulkan persetujuan i Maks. S han | Bents Anars nasl
pembatalan berupa SK atau surat penclakan kepada Kepala Badan kerja Femerisaan
Lapangan
g Memberikan paraf draft 5K Kepala Badan atas permohonan WP untuk diteruskan . [
ke Kepala Badan y TN | SK Kep !
1
Kepala Badan memberikan persetujuan atas permohonan pembatalan ketetapan .
7 PBE - P2 dengan menandatangani draft 5K Kepala Badan ar e
Kepala Sub Bidang meneruskan hasil jadi surat keputusan kepala Badan  untuk
& |diserahkan ke Pelayanan uniuk disampaikan Wajib Pajsk dan pengarsipan SK di 4 Laporan dan befta a3 1nan ke | 3K Kepala Badan
— hasll permerfksaan kapangan
Sub Bidang
s
9 |Pengarsipan berkas parmohonan dan pengambilan hasil keputusan oleh WP O: 1han b3 |Proses database
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
LEGALISIR PEB - P2

URAIAN PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
NO Keterangan
Wajib Pajak Petugas Kep.a la Sub Kelengkapan Waktu Output I
Pelayanan Bidang
Mengisi dan menandatangani dokumen permohonan Legalisir Pajak sesuai P
dengan kelengkapan persyaratan A N
Menyerahkan dokumen permohonan Legalisir Pajak kepada petugas > 1 SPPTPRB 2
elayanan pajak ' iPBB SPPTPBB
pelay Pal Melunasi PBB
Meneliti Kesesuaian dan kebenaran dokumen permohonan Legalisir Pajak, /\
bila dokumen valid maka Kepala Sub Bidang memberikan tanda terma
dokumen, bila dokumen tidak valid maka dikembalikan kepada pemohon \/‘f’
1Han
L
Menandatangani Legalisir Pajak
Legalisir PEB Legalisir PBB
Mengembalikan hasil legalisir ke petugas pelayanan dan melakukan —
penyimpanan arsip legalisir
- Legalsir PBB
Menyerahkan arsip legalisir pajak kepada wajib pajak O Iéegagstir PBB, Bukti Bukti Serah
erah terima terima
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DIAGRAM SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
VALIDASI SSPD BPHTB

PELAKSANA MUTLU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR : Keterangan
Wajib Pajak Petugas KED-"HE Sub Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan Bidang
Mengizi dan menandatangani formulir permohonan Validasi BFHTE dan O
1 |mutasi PBB P2 sesuai dengan kelengkapan persyaratan sera N
menyerahkan kepada petugas pelayanan
. J 1. Form permohanan | + isi
2 |Menerima dekumen permohonan validasi SSPD BPHTE LSPOP, khusus ada
- penambahan bangunan ) 30 menit Berkas
2. FC.KTR/KK Permohonan
3. FC Sertifikat | sesuai
jumlah sertifikat )
Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, .
3 |bila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, hila
dokumen lengkap diteruskan kepada Kepala Sub Bidang
Meneliti kesesuaian dan kebenaran berkas permohonan, bila dokumen N
4 valid maka Kepala Sub Bidang menyetujui di Sistem BPHTE Elektronik, 10 "
dan bila dokumen tidak valid maka akan dituliz chat (pesan) kepada WP men e
unfuk melengkapi persyaratan Y Validasi S5PD
BPFHTE
5 |Wajib Pajak mencetak S5PD melalui website Sistern BPHTE Elektronik O S5PD tervalidasi 10 menit
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